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PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA KHALILIYAH
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
Menimbang © a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal

8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 i
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan o
Madrasah, perlu memberikan izin opﬂm W
terhadap Madrasah Swasta di | 15F ek
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Km e

Selatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses
pendidikan madrasah yang bermutu, perlu
memberikan kesempatan masyarakat N
organisasi berbadan hulkum
menyelenggarakan — madrasah  sesuai
standar nasional pendidikan;

c. bahwa madrasah yang mcmm el
Keputusan ini telah me

administratif, teknis, dm
ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan
dimaksud dalam h

perlu menetl.pkm'
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
¥ 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

qhey- 4, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

tentang Guru (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)

. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang

p Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan dan = Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11
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Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah
peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan
pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan
tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan  pendaftaran  visitasi akreditasi
sekolah/madrasah = kepada BAP-S/M  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai
memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap
berlaku.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai
memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal |¥ Mei 2018
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IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

'1 | Nama Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama
| Khaliliyah
#2: | Nomor Statistik Madrasah | 111263040050
3 | Alamat Madrasah J1. Berangas RT 1
1 Desa/Kelurahan Berangas
| ! Kecamatan Alalak
| E Kabupaten Barito Kuala
i Provinsi Kalimantan Selatan
4 | Nama Organisasi Yayasan Ma’arif Nahdlatul Ulama
Penyelenggara Kalimantan Selatan o N
| 5 | Akte Notaris Organisasi Nomor 166 Tahun 2012 i e
3 } | Penyelenggara B
i 6 | Pengesahan Akte Notaris |SK MENKUMHAM RI Ta:rmal 29 Aprﬂ §h
Bt Organisasi Penyelenggara | 2013
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KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomeor : 011 Tahun 2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah . Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama
Khaliliyah

Alamat - Jl. Berangas RT 1
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Desa/Kelurahan : Berangas

L)

Kecamatan - Alalak

' %
—

Kabupaten/Kota : Barito Kuala
Provinsi - Kalimantan Selatan

Penyelenggara Madrasah . Yayasan Ma’anf Nahdlatul Ulama
Kalimantan Selatan

Akte Notaris Penyelenggara : Nomeor 166 Tahun 2012
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Pengesahan Akte Notaris : 29 Apnl 2013
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Berdiri Sejak . Mei 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):
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Banjarmasin, | & Mei 2018
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